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KATA PENGANTAR 
 

 

 Demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama 

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta 

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

 Seiring dengan terselanggaranya sistem reformasi birokrasi di Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, serta modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh 

Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sebagai unit kerja dari 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di 

sektor perpajakan sesuai prinsip-prinsip good governance membuat pertanggungjawaban 

yang tersaji dalam LAKIN. 

 LAKIN yang berisi visi, misi, strategi dan acuan merupakan pedoman dalam 

menjalankan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, sehingga 

dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini maupun masa yang akan 

datang dan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 Akhir kata, dengan tersusunnya LAKIN yang meliputi perencanaan, strategi, visi dan 

misi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai sehingga mampu 

mengamankan dan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. 

 

      

 Rantau Prapat, 30 Januari 2025 

         

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Rantau Prapat 

 
 
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik 
Nuril Anwar 

NIP 197509191996031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang dilakukan oleh setiap unit instansi 

pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat diambil suatu 

penilaian kinerja atas hal-hal yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi umpan balik 

bagi pelaksanaan kerja tahun-tahun berikutnya. 

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor 

pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya 

good governance. Selain itu LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk 

meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Rantau Prapat secara 

bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran 

tugas KPP Pratama Rantau Prapat yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 

sebesar Rp. 1.586.646.605.000,- yang mana telah terealisasi sebesar Rp 

1.590.717.400.699,- Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-

undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta kerja keras 

seluruh pegawai KPP Pratama Rantau Prapat dan dukungan pihak lainnya. 

Beberapa hal yang dirasakan masih perlu disempurnakan agar penerimaan pajak 

dapat lebih optimal antara lain adalah peningkatan kuantitas/kualitas SDM, pengembangan 

teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana 

dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak. 

KPP Pratama Rantau Prapat kedepannya akan terus berupaya mengeliminasi 

kendala-kendala sebagaimana tersebut. Langkah–langkah yang diambil guna 

mengatasinya, antara lain mengajukan permohonan penambahan pegawai, melakukan 

pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, dan meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia melalui in house training/diklat dan lain-lain. 

 

 

 Rantau Prapat, 30 Januari 2025 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Rantau Prapat, 

 
 
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik 
Nuril Anwar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Sebagai salah satu komponen dari SAKIP, Laporan Kinerja merupakan ikhtisar 

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.  

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat merupakan instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, mengemban tugas 

mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. 

Dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak ini, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tentu harus memberikan pelayanan yang 

optimal, mencakup penyuluhan yang akan memudahkan bagi masyarakat didalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

Laporan Kinerja KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2024 ini memberikan 

penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Rantau Prapat selama tahun 

2024. Capaian Kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja 

tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis 

atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai 
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umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara 

berkelanjutan. 

 

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi 

 

Berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 

184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang “Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”, menyebutkan bahwa KPP Pratama 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan 

hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan 

Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun fungsi KPP Pratama Rantau Prapat sesuai pasal 59 Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah 

wewenang KPP; 

c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak; 

e. Pengukuhan dan pen ca bu tan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib 

Pajak maupun masyarakat; 

h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 

i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 

j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk 

layanan perpajakan; 

k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data 

internal dan eksternal; 

m. Pemutakhiran basis data perpajakan; 
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n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 

t. Pelaksanaan administrasi kantor. 

 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama 

Rantau Prapat mengemban mandat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) DJP yang dituangkan dalam Sasaran Strategis antara lain: 

a. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal; 

b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; 

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi; 

d. Edukasi dan pelayanan yang efektif; 

e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif; 

f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif; 

g. Penegakan hukum yang efektif; 

h. Data dan Informasi yang berkualitas; 

i. SDM yang kompeten; 

j. Organisasi yang berkinerja tinggi; dan 

k. Pengelolaan Keuangan yang optimal. 

 

Adapun peran strategis yang dimiliki KPP Pratama Rantau Prapat adalah 

Menjadi Institusi Pemerintah yang menjadi Pengumpul Pajak Negara untuk membiayai 

tugas-tugas pemerintah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilaksanakan secara efektif dan efesien sehingga selalu memberikan nilai tambah bagi 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal. 

 

1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Rantau Prapat 

Struktur organisasi yang berada di ruang lingkup KPP Pratama Rantau Prapat 

sesuai pasal 61A Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 

18 November 2020 adalah sebagai berikut: 
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a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;  

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;  

c. Seksi Pelayanan;  

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;  

e. Seksi Pengawasan I;  

f. Seksi Pengawasan II;  

g. Seksi Pengawasan III;  

h. Seksi Pengawasan IV;  

1. Seksi Pengawasan V; dan  

J. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan 

di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2024 adalah sebanyak 1 orang Kepala Kantor 

dan 93 pegawai dengan rincian sebagai berikut:  

No Seksi Jumlah 

1 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 9 orang 

2 Seksi Penjaminan Kualitas Data 4 orang 

3 Seksi Pelayanan 14 orang 

4 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 9 orang 

5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 9 orang 

6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 6 orang 

7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III  6 orang 

8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 6 orang 

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi V 7 orang 

10 Kelompok Jabatan Fungsional 12 orang 

11 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Kota Pinang 

6 orang 

12 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Kualuh Hulu 

5 orang 

 Jumlah 93 orang 

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai, pada Tahun 2024 KPP 

Pratama Rantau Prapat menyertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan maupun 

short course yang diselenggarakan oleh BPPK maupun Direktorat Jenderal Pajak itu 

sendiri.     
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1.4. Sistematika Laporan 

 

Secara sistematis isi dari laporan kinerja ini disusun sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi yang berisi latar belakang, tugas 

dan fungsi, dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Strategis dan Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, 

evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah 

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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      BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya 

pengetahuan antisipasi, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan 

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan 

sistematis. Visi dan Misi dalam Rencana Strategis ini harus diketahui, dipahami dan dihayati 

oleh segenap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat mulai dari tingkat 

yang tertinggi sampai tingkat yang terendah dan harus menjadi pedoman arah gerak yang 

terpadu di bidang tugas masing-masing. 

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung  

agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi 

Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 

pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu : 

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 

12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu: 

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan 

khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan 

penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 

b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian 

yang terdampak Covid-19, dan 

c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal 

dan sektor keuangan. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan 

oleh:  

1) Direktorat Peraturan Perpajakan I  

2) Direktorat Peraturan Perpajakan II 

3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan 

4) Direktorat Transformasi Proses Bisnis 
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2. Penerimaan Negara yang Optimal. 

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan 

arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak 

diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi 

tersebut, yaitu : 

a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan 

kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak 

dan/atau pemenuhan kewajibannya, 

b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan 

protokol kesehatan terkait Covid-19, 

c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), 

d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital 

yang terfokus pada user experience dan user friendly, 

e. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan 

dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP, 

f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, 

g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, 

h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan 

teritorial, dan 

i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan 

penyelundupan dan barang-barang illegal. 

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat 

dan Sekretariat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, 

yaitu: 

a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan 

pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”. 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek 

strategis TIK Kementerian Keuangan” 
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c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 

(tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu 

“Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.  

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh: 

1) Sekretariat Direktorat Jenderal 

2) Direktorat Peraturan Perpajakan I 

3) Direktorat Peraturan Perpajakan II 

4) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 

5) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur 

6) Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi 

7) Direktorat Transformasi Proses Bisnis 

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait 

dalam menetapkan penerimaan secara Nasional khususnya Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Rantau Prapat oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, 

petunjuk bagi setiap kegiatan, agar tercapai visi, misi, tujuan dan sasaran. 

Kebijaksanaan dikelompokkan berdasarkan urutan sebanyak 5 (lima) poin sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan. 

2. Pencapaian rencana penerimaan PPh. 

3. Pencapaian rencana penerimaan PPN. 

4. Pencapaian rencana penerimaan melalui Penagihan. 

5. Meningkatkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. 

 

Tabel Perencanaan Kinerja KPP Pratama Rantau Prapat 

 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Target Realisasi 

Indikator Kinerja Utama 

Stakeholder Perspective  

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100,00% 100,26 

1b-CP 
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

100,00% 102,50 
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2  

2a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

100,00% 100,27% 

2b-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian 
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 
Pribadi 

100,00% 101,31% 

3  

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) 

100,00% 100,01% 

Internal Process Perspective  

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif 

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 
kegiatan edukasi dan penyuluhan 

74,00% 120,00% 

4b-N 
Indeks kepuasan poelayanan dan efektivitas 
penyuluhan 

100,00% 107,75% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 120,00% 

6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif 

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 
data dan/atau keterangan  

100,00% 120,00% 

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 119,79% 

6c-N 
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 
KPP tepat waktu 

100,00% 111,46% 

7 Penegakan hukum yang efektif 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 119,91% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 120,00% 

7c-N 
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 
Permulaan 

100,00% 100,00% 

8 Data dan Informasi yang berkualitas 

8a-CP 
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 
penyediaan data potensi perpajakan  

100,00% 120,00% 

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 120,00% 

Learning & Growth  Perspective  

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 
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Narasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN)  

9a-N 
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 
Kegiatan Kebintalan SDM 

100,00 117,49% 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 110,38% 

9c-N 
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko 

90,00 110,57% 

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada pembuatan peta strategis, sasaran strategis dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak telah mempertimbangkan rencana strategis DJP 2020-2024, rencana kerja, 

arahan Menteri Keuangan dan juga masukan dari unit vertikal. Penyusunan IKU/IKI 

diseluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku 

KKO-One. Berikut adalah data dan analisis IKU pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tahun 2024: 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 
 

a. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak 
T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024 

Target 20% 45% 45% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 15,99% 38,22% 38,22% 72,41% 72,41% 100,26% 100,26% 

Capaian 

(Max 120) 

79,95% 84,93% 84,93% 96,55% 96,55% 100,26% 100,26% 

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta 

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 

�x Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang 

asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan 

(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target 

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-

undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang 

didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan 


